MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

MADIUN-NGAWI

. . <G>
memorandumredaksi@gmail.com @¥

memorandum.disway.id @
MemorandumTV & Memorandum Online G

memorandum 0

memorandumonline & memorandumredaksi

memorandum @

KAMIS PAHING, 13 AGUSTUS 2026

KABIRO KAB MADIUN: Juremi. KABIRO NGAWI: Andhika Abdillah, S.H., M.H. KABIRO KOTA MADIUN: Anggiyan Bayu Prihambodo,S.Ak WARTAWAN: Aris, Rita, Aji. ALAMAT: JI. Ronggolawe No. 6 Pelem Ngawi. TELP: (0351) - 7400666

HALAMAN 13

Kecelakaan di Jalan Raya Ngawi-Mantingan KM 9 Desa Ngale, Ke-
camatan Paron mengakibatkan satu orang tewas serta dua rumah
hancur.

Truk Semen Tabrak Motor
dan Rumah, 1 Tewas

Ngawi, Memorandum

Truk trailer muat 32 ton
semen mengalami kecelakaan
dengan motor hingga menabrak
dua rumah.

Kejadian tersebut di Jalan
Raya Ngawi-Solo tepatnya di
Desa Ngale, Kecamatan Paron,
Kabupaten Ngawi sekitar pukul
05.30, Rabu, (12/8).

Akibat kejadian tersebut
satu orang dilaporkan tewas di
lokasi. Kanit Gakkum Satlantas
Polres Ngawi Ipda Agus Ha-
rianto mengatakan, kejadian
tersebut bermula saat sebuah
truk bermuatan semen nopol K
8819 OF melaju dari arah timur
menuju barat dan pengenda-
ra berboncengan motor jenis
Yamaha Vega melaju dari arah
barat menuju ke timur.

“Mendengar keterangan
saksi, pengendara motor meng-
ambil haluan terlalu ke kanan
sehingga bertabrakan dan truk
tak terkendali hingga menghan-
tam duarumah warga,” katanya.

Satu orang (pengendara

motor) tewas di lokasi kejadian
atasnama Maryanto (47), warga
Desa Baki Pandeyan, Kecamat-
an Baki, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah.

Jenazah korban langsung
dibawa ke RSUD dr. Soeroto
Ngawi untuk dilakukan visum,
sementara korban yang dibon-
ceng Andriyan Eka Buana (24),
warga Desa Baki Pandeyan,
mengalami luka dan dilarikan
ke RS Widodo Ngawi untuk
mendapatkan pertolongan me-
dis.

Agus menyampaikan, kece-
lakaan tersebut mengakibatkan
1 motor milik korban ringsek
parah dan dua rumah milik
Ma'ruf Hasani (29), dan Anwar
(60) yang berlokasi ditempat
kejadian tepatnya Desa Ngale,
Kecamatan Paron, Ngawi rusak.

“Untuk seluruh korban su-
dah dievakuasi. Kasus kecela-
kaan ini ditangani Unit Gakkum
Satlantas Polres Ngawi untuk
penyelidikan lebih lanjut,” tan-
dasnya. (ris/dik/nov)

Madiun, Memorandum

masih berjalan lambat.

Hingga Juli 2026, prevalensi
stunting di Kabupaten Madiun
tercatat 5,02 persen, turun tipis
dari 5,14 persen pada 2025.

Data tersebut menunjukkan
prevalensi stunting hanya turun
sekitar 0,12 persen dalam seta-
hun. Sebelumnya, angka stunting
juga turun dari 5,48 persen pada
2024 menjadi 5,14 persen pada
2025 atau sekitar 0,34 persen.

Angka terbaru itu disampai-
kan dalam kegiatan Monitoring
Bulan Timbang Kabupaten Ma-
diun pada Agustus 2026 di Desa

Upaya Pemerintah Kabupaten Madiun menekan angka
stunting menunjukkan tren positif, tetapi penurunannya

Uteran Kecamatan Geger, Selasa
(11/8).

Dengan jumlah balita di Ka-
bupaten Madiun mencapailebih
dari 30 ribu anak, pemerintah
masih menghadapi tantangan
untuk mempercepat penurunan
kasus stunting.

Bupati Madiun Hari Wuryan-
to membenarkan hal tersebut.
Menurutnya, pekerjaan rumah
(PR) dalam menurunkan angka
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Bupati Madiun Hari Wuryanto meninjau salah satu kegiatan posyandu
di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Angka Stunting 2026 di Kabupaten

Madlun Hanya Turun Sedikit

kesalahan kecil dalam pencatatan
dapat memengaruhi hasil peng-
hitungan prevalensi.

“Harus ditulis apa adanya.
Kalau misalnya 1,2 ya 1,2, jangan
dibulatkan menjadi 1. Kalau 1,5
menjadi 2, tidak. Tetap komanya
ditulis,” imbaunya.

Sementaraitu, Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Madiun
dr Heri Setyana mengakui jika
prevalensi stunting mengalami
tren penurunan. Ia menilai
Bulan Timbang menjadi salah
satu upaya untuk memastikan
pertumbuhan balita terpantau
sekaligus memperkuat pence-
gahan stunting.

“Kegiatan tersebut tidak
hanya berisi monitoring dan

stunting ada pada proses penca-
tatan maupun pengukuran balita.
“Akurasi data menjadi salah

satu faktor pentingdalam menen-
tukan angka prevalensi stunting,”
ujarnya.

Untuk itu, ia mengimbau

agar kader Posyandu mencatat
hasil pengukuran sesuai kondisi
sebenarnya dan tidak melaku-
kan pembulatan angka. Sebab,

evaluasi. Tetapi juga edukasi
kepada masyarakat mengenai
pencegahan stunting,” tandas-
nya. (aji/nov)

Penawaran MPP Kota Madiun Turun 20 Persen, DPUPR Lakukan Evaluasi

Madiun, Memorandum

Nilai penawaran proyek pe-
nataan lanskap Mal Pelayanan
Publik (MPP) Kota Madiun yang
turun mencapai 20 persen dari
harga perkiraan sendiri (HPS)
disikapi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (DPUPR).

Sebelum teken surat perintah
kerja (SPK), organisasi perangkat
daerah tersebut bakal melakukan
evaluasi teknis.

PltKepala DPUPR Kota Madi-
un Dwi Setyo Nugroho mengata-
kan, pihaknyamenghormati hasil
evaluasi kelompok kerja (pokja)
pemilihan. Baik menyangkut
administrasi, kualifikasi, maupun
harga.

Namun, selisih penawaran
yang cukup jauh dari HPS
membuat dinas teknis perlu
memastikan pekerjaan tetap
dapat dilaksanakan sesuai
spesifikasi.

“Kami melihat turunnya seki-
tar 20 persen dari nilai HPS. Kare-
naitu, daridinas punyakeinginan
mengevaluasi secara teknis sesuai
kewenangan dan tupoksi kami,”
ujarnya, Rabu (12/8).

Inug, sapaan akrabnya, me-
nyebut evaluasi tidak hanya me-
nyasar pemenangtender. DPUPR
juga bakal mencermati penyedia
lain yang masuk dalam daftar
calon pemenang hasil evalua-
si pokja. Tujuannya memasti-

Plt Kepala DPUPR Kota Madiun
Dwi Setyo Nugroho

kan kontraktor yang dipilih be-
nar-benar memiliki kemampuan
menjalankan pekerjaan.
“Intinya kami ingin mencari
yang terbaik. Hasil evaluasi pokja

secara administrasi, kualifikasi,
dan harga harus benar-benar
bisa dilaksanakan secara teknis,”
jelasnya.

Menurut Inug, sejumlah as-
pek bakal diperiksa. Mulai ke-
sesuaian spesifikasi teknis dan
material yang ditawarkan hingga
komponen tenaga kerja.

Penawaran yang turun sekitar
20 persen, lanjut dia, memun-
culkan pertanyaan apakah nilai
tersebut masih memungkinkan
pekerjaan dilaksanakan tanpa
mengurangi kualitas maupun
hak tenaga kerja. Apalagirekanan
berasal dari luar daerah.

“Apakah dari harga tersebut
akan mengurangi spesifikasi tek-

nis maupun upah tenaga kerja.
Itu yang akan kami evaluasi,”
tegasnya.

Jika hasil evaluasi menemu-
kan ketidaksesuaian, pihaknya
bakal menyampaikan pertim-
bangan teknis kepada pengguna
anggaran (PA). Keputusan akhir
mengenai kelanjutan proses kon-
trak berada di tangan PA.

“Kalau tim teknis maupun
PPK merasa secara teknis nanti-
nya mengurangi spek atau spe-
sifikasinya tidak sesuai, pertim-
bangan itu akan menjadi dasar PA
memutuskan apakah pemenang
bisa lanjut tanda tangan kontrak
atau perlu dievaluasiulang,” pun-

gkasnya. (ggi/nov)

NID AT

AHU

Kota Madiun, Rabu (12/8).

t'ARIPURNA
ANGANAN

AN ATAS PERUBAHAN KUA
IAN PPAS KOTA MADIUN

Rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan atas perubahan KUA-PPAS digelar di gedung Paripurna DPRD

DPRD Kota Madiun Bedah RKA OPD di PAK 2026

\ Madiun, Memorandum

DPRD Kabupaten Madiun me-
nyoroti lambatnya penurunan angka
stunting di Kabupaten Madiun.

Komisi BDPRD Kabupaten Madi-
un menilai kinerja Dinas Kesehatan
patut dipertanyakan.

Data dihimpun, prevalensi stun-
ting hingga Juli 2026 baru turun 0,12
persen dibandingkan tahun sebelum-
nya, alias dari 5,14 persen menjadi
5,02 persen.

Sedangkan angka 5,14 persen di
tahun 2025 tersebut mengalami pe-
nurunan 0,34 persen dari tahun 2024.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten
Madiun, Wahyu mengakui penurun-
an tersebut menunjukkan adanya
progres positif, tetapi belum cukup
maksimal jika berkaca secara historis.

Padahal, pemerintah daerah te-
lah menjalankan berbagai program
intervensi melalui sektor kesehatan
dan Posyandu.

“Penurunan memang 0,12 me-
mang belum maksimal, makanya
perlu adanya upaya intervensi yang

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten
Madiun Wahyu

sudah dilakukan perlu ditingkatkan
lagi,” ujarnya, Rabu (12/8).

Menurut Wahyu, pencegahan
stunting tidak bisa hanya dilakukan
ketika anak sudah mengalami gang-
guan pertumbuhan. Intervensi harus

dilakukan secara berkelanjutan sejak

sebelum pernikahan hingga masa
tumbuh kembang anak.

Politisi PKB itu juga menyoroti
peran Posyandu dalam mendukung
akurasi data stunting. Iameminta hasil
penimbangan dan pengukuran balita

Komisi B DPRD Madiun Kritisi Kinerja Dinkes
Atas Lambannya Penurunan Jumlah Stunting

harus benar-benar menggambarkan
kondisi di lapangan agar pemerintah
dapat menentukan kebijakan berda-
sarkan data yang valid.

“Termasuk peranan Posyandu
harus benar-benar memberikan data
yang akurat sehingga bisa terpantau
secara optimal dan datanya bisa di-
pertanggungjawabkan kevalidannya,”
katanya.

Di sisi lain, Wahyu mengingatkan
upaya percepatan penurunan stun-
tingbakal berdampak secaralangsung
terhadap fiskal daerah. Jika berhasil
mengurai masalah di tengah efisiensi
maka daerah akan menerima reward
dari pemerintah pusat. Namun, kalau
gagal bisa berpotensi memperkecil
ruang daerah dalam mendapatkan
dana transfer yang besar.

“Di tengah-tengah gencarnya
penurunan dana transfer daerah ter-
masuk Kabupaten Madiun, tapi apa
punitu tetap kita berupaya untuk bisa
menjalankan program-program yang
sudah kita rencanakan semaksimal
mungkin,” pungkasnya. (aji/nov)

Madiun, Memorandum

Program prioritas yang belum
tercapai bakal disempurnakan.

Melalui Perubahan APBD (PAK)
Kota Madiun 2026, Pemkot menda-
pat amunisi tambahan pendapatan
sekitar Rp 14 miliar. Kendati begitu,
DPRD memastikan setiap pengajuan
anggaran OPD bakal dibedah sebe-
lum program dieksekusi.

Ketua DPRD Kota Madiun Ar-
maya mengatakan, sejumlah usulan
perubahan anggaran telah dipapar-
kan TAPD. Fokusnya menyempur-
nakan program prioritas yang belum
memenubhi target tahun ini.

“Prioritas program kegiatan
yang kemarin belum tercapai ten-
tunya akan dimasukkan dalam per-
ubahan. Ini untuk mem-back up
program yang belum tercapai dan
disempurnakan di PAK,” katanya
usai memimpin Rapat Paripurna
penandatanganan nota kesepa-
katan atas perubahan KUA-PPAS,
Rabu (12/8).

Menurut Armaya, DPRD bakal
membedah rencana kerja dan ang-
garan (RKA) masing-masing OPD.
Tujuannya memastikan belanja
perubahan benar-benar menopang
sasaran program prioritas. “Meka-
nisme ini harus dilalui agar semua

target RPJMD dan RKPD bisa dise-
lesaikan pada 2026,” jelasnya.

Hingga Agustus ini, Armaya
menyebut mayoritas target program
telah tercapai. Persentase yang ma-
sih tertinggal diklaim tidak banyak.
Kendati demikian, DPRD meminta
kekurangan tersebut dikejar hingga
akhir tahun.

“Ini yang kami push agar tar-
get-target bisa terselesaikan pada
2026. RKA OPD harus di-support
agar tidak melenceng dari target
yang telah ditentukan,” tegasnya.

Armaya belum memerinci kegi-
atan yang bakal mendapat prioritas
tambahan anggaran. Pemetaan
dilakukan saat pembahasan RKA.
Termasuk program pengembangan
sumber daya manusia (SDM) dan
ekonomi inklusif.

“Kami bedah mana kegiatan
yang sudah tercapai dan belum.
Kemudian prioritasnya apa agar
tidak melenceng dari target RPJMD,”
jelasnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Ma-
diun F Bagus Panuntun mengatakan
empat prioritas pembangunan tetap
menjadi fokus. Yakni penguatan eko-
nomi, peningkatan SDM, tata kelola
pemerintahan, serta harmonisasi
budaya dan inovasi daerah.

Evaluasi pelaksanaan program
selama sekitar tujuh bulan ter-
akhir, menurut Bagus, menjadi
pijakan untuk mempertajam
arah pembangunan. Sejumlah
program bakal di-upgrade mulai
tahun ini sebagai fondasi trans-
formasi pada 2027.

“Visi-misi, target, dan pro-
gram-program yang ada hari ini
ingin mulai kami upgrade. Tahun
2026 membangun fondasinya se-
hingga pada 2027 transformasi
program sudah siap dijalankan,”
terangnya.

Di sisi pendapatan, Bagus me-
nyebut terdapat kenaikan sekitar Rp
14 miliar. Tambahan tersebut antara
lain bersumber dari pajak daerah,
retribusi, dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah. Sekitar Rp 10 mi-
liar di antaranya berasal dari pajak
daerah.

Namun, perubahan kegiatan
belum otomatis berjalan. Pemkot
masih harus menyusun RKA sebe-
lum dibahas bersama legislatif.

“Selanjutnya kami bikin RKA,
kemudian dibahas dengan DPRD.
Perubahan kegiatan ini nanti dika-
wal sekaligus mendapat masukan
dan saran dari teman-teman DPRD,”
tandas Bagus. (adv/ggi/nov)

Komisi I1 DPRD Ngawi Sidak Wilayah Terdampak Kekermgan

Ngawi, Memorandum

Anggota Komisi II DPRD Kabu-
paten Ngawi melakukan sidak di
beberapa lokasi wilayah terdampak
kekeringan.

Antara lain di Dusun Ngilon,
Desa Bangunrejo Lor dan Dusun
Ngrowo, Desa Papungan, Kecamat-
an Pitu. “Kami ingin melihat secara
langsung kondisi di lapangan,” kata
Amin Sunarto, Ketua Komisi [IDPRD
Ngawi, Rabu (12/8).

Amin mengatakan, langkah ini
merupakan tindak lanjut dari hasil
rapat bersama Badan Penanggu-
langan Bencana Daerah (BPBD)
terkait dengan penanganan dampak
kekeringan di wilayah Ngawi.

“Ini sebagai bentuk tanggung-
jawab bersama dalam penanganan
warga yang terdampak,” terangnya.

Dijelaskan, BPBD Ngawi telah
melakukan dropping air ke wilayah
yang terdampak kekeringan. Se-
lain itu, masyarakat meminta ada
tambahan tandon air agar dapat
menampung air bersih ketika pihak
BPBD dropping air bersih.

Pun, pihaknya mengimbau pe-

Anggota Komisi Il DPRD sidak wilayah Kekeringan di Desa Bangunrejo Lor,
Kecamatan Pitu.

merintah daerah terus menggalakan
penamaan pohon agar ketika hujan
dapat menyerap air.

“Kami berharap masyarakat
tidak hanya mendapatkan perhatian
ketika musim kemarau datang, te-
tapi juga memperoleh solusi jangka
panjang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala pelaksana
BPBD Ngawi Prila Yuda Putra me-

nyampaikan, apa yang menjadi sa-
ran dan masukan masyarakat yang
disampaikan melalui anggota Komi-
si I DPRD untuk tambahan tandon
air akan segera ditindaklanjuti.
Sekaligus saran untuk melakukan
penanaman pohon di wilayah Kabu-
paten Ngawi. “Kami segera tindak
lanjuti rekomendasi komisi I DPRD,”
tandasnya. (adv/ris/dik/nov)




